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Abstract

Philanthropy is the practice of giving, services, and association as voluntary actions for the public good.
Philanthropic organizations in Indonesia have public and private legal forms in carrying out fundraising
mechanisms for collecting money or goods in the community. This study aims to determine the implementation
of fundraising, harmonization of rules, and legal effectiveness of existing rules. The scope of the research is
BAZNAS Jambi province, Aqsa Working Group (AWG), and Medical Emergency Rescue Comittee (MER-C).
This research is limited to the scope of philanthropic activities in the form of religious social fundraising. This
research uses normative-empirical legal methods with conceptual approaches, legislation, and case studies. The
collection method used is normative-empirical law by conducting literature studies, interviews, and examining
documents relevant to the research. Meanwhile. The legal theory used as an analytical tool is the theory of legal
harmonization and the theory of legal effectiveness. From the research it is concluded that there is
disharmonization and insynchronization of laws and regulations, the existence of a legal vacuum, and the absence
of legal certainty in philanthropic institutions. The ineffectiveness of the existing rules has caused legal
consequences in the form of ineffective implementation of fundraising carried out by philanthropic institutions,
differences in fundraising mechanisms between philanthropic institutions, and the emergence of trust issues in
the community. Thus, it is necessary to update the legislation regarding fundraising mechanisms in Indonesia.
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Abstrak

Filantropi merupakan praktik giving, services, dan association sebagai tindakan sukarela untuk kepentingan publik.
Lembaga filantropi di Indonesia memiliki bentuk berbadan hukum publik dan privat dalam menjalankan
mekanisme fundraising pengumpulan uang atau barang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
implementasi fundraising, harmonisasi aturan, dan efektivitas hukum dari aturan yang ada. Adapun ruang lingkup
penelitian yaitu BAZNAS provinsi Jambi, Agsa Working Group (AWG), dan Medical Emergency Rescue
Comittee (MER-C). Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kegiatan filantropi berupa pengumpulan dana sosial
keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan metode pendekatan konseptual,
peraturan perundang-undangan, dan studi kasus. Metode pengumpulan yang digunakan yaitu hukum normatif-
empiris dengan melakukan studi pustaka, wawancara, dan meneliti dokumen yang relevan dengan penelitian.
Sementara itu. Teori hukum yang dijadikan sebagai alat analisis ialah teori harmonisasi hukum dan teori efektivitas
hukum. Dari penelitian disimpulkan bahwa adanya disharmonisasi dan insinkronisasi peraturan perundang-
undangan, adanya kekosongan hukum, serta tidak adanya kepastian hukum pada lembaga filantropi. Belum
efektifnya aturan yang ada menimbulkan akibat hukum berupa tidak efektifnya pelaksanaan fundraising yang
dijalankan lembaga filantropi, adanya perbedaan mekanisme fundraising antar lembaga filantropi, dan timbulnya
trust issue di masyarakat. Sehingga, perlu adanya pembaruan peraturan perundang-undangan mengenai
mekanisme fundraising di Indonesia.
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Fundraising Lembaga Filantropi

Pendahuluan

Filantropi merupakan praktik giving, services, dan association sebagai tindakan sukarela
untuk kepentingan publik. Kegiatan lembaga filantropi di modern saat ini dikenal masyarakat
berasal dari wilayah Amerika itu dapat disaksikan praktiknya di seluruh belahan dunia.
Berdasarkan laporan tahunan The World Giving Index (WGI) yang diterbitkan oleh Chartities
Aid Foundation (CAF) dengan menggunakan data yang diperingkatkan berdasarkan tingkat
kedermawanan yang dilakukan lebih dari 140 negara di dunia. Pada laporan tersebut
Indonesia menempati 2 (dua) peringkat teratas dari 3 (tiga) kategori atau indikator yang
ditetapkan di dalam WGI. Berikut data perkembangan kegiatan filantropi di dunia.
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Data Perkembangan Filantropi di Dunia

Berdasarkan data di atas menunjukkan lebih dari 8 (delapan) dari 10 (sepuluh) orang
Indonesia menyumbangkan uang pada tahun 2021, sementara kerelawanan di Indonesia tiga
kali lipat lebih besar dari rata-rata tingkat kerelawanan dunia. Berdasarkan faktor diatas,
tingkat kedermawanan di Indonesia meningkat 10 poin jika dibandingkan tahun 2018 dengan
jumlah persentase penduduk Indonesia sebesar 69% atau setidaknya delapan dari sepuluh
penduduk Indonesia telah melakukan aktivitas filantropi. Tingkat kedermawanan tersebut
dibagi ke dalam tiga bagian yaitu 65% membantu orang asing, 83% memberikan donasi uang,
dan 60% ikut berpartisipasi menjadi relawan. Adapun praktik kemanusiaan tersebut ditandai
dengan perkembangan gerakan filantropi yang lebih terorganisasi.

Budaya bederma pada gerakan filantropi merepresentasikan solidaritas, ketaatan
beragama, kohesi sosial, hingga altruisme. Dibalik tafsir yang luas terhadap makna berderma
dalam masyarakat, tradisi kedermawanan yang bersandar pada faktor keagamaan masih
merupakan isu utama dalam kalangan kaum muslim. Tidak jarang bahwa gerakan filantropi
di Indonesia yang kolektif dan terorganisasi sejak tiga dekade lalu itu merupakan
perkembangan dari praktik kedermawanan bermotif agama. Dengan dukungan lembaga-
lembaga Islam lainnya yang direpresentasikan oleh organisasi filantropi dan lembaga swadaya
masyarakat, sechingga kegiatan kedermawanan memasuki sebuah arena yang meniscayakan
modernisasi dan profesionalisme ketja sosial. Berdasarkan data dari Perkumpulan Filantropi
Indonesia, sumber pendanaan yang diterima oleh lembaga filantropi di Indonesia ialah
berasal dari donasi individu, perusahaan melalui dana CSR, iuran anggota, kemitraan dengan
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pemerintah, hibah, ZISWAF, aktivitas komersial, dan investasi. Berikut grafik penerimaan

sumber pendanaan lembaga filantropi di Indonesia.
Tabel 1.1.
Sumber Pendanaan Filantropi di Indonesia
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Grafik diatas menunjukkan bahwasannya sumber pendanaan filantropi di Indonesia
paling besar diterima melalui donasi individu yakni sebesar 65%, perusahaan melalui kegiatan
CSR sebesar 45%, iuran anggota sebesar 35%, kemitraan dengan pemerintah sebesar 25%,
hibah sebesar 15%, ZISWAF sebesar 15%, aktivitas komersial sebesar 9%, dan investasi
sebesar 3%. Selama ini timbul presepsi bahwa pemerintah tidak berpihak terhadap peran
lembaga fiantropi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari
sumber pendanaan filantropi yang diperoleh dari kemitraan dengan pemerintah hanya
sebesar 25%.

Dibalik kemajuan filantropi di Indonesia, hingga saat ini lembaga filantropi yang ada
belum menunjukkan hasil yang optimal meskipun pemerintah menyadari bahwa filantropi
dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Pemerintah belum menyediakan
kerangka hukum yang kuat untuk memastikan filantropi dapat berkembang dan membantu
permasalahan ekonomi di masyarakat. Dengan belum adanya dasar hukum yang secara
khusus mengatur mekanisme fundraising pada lembaga filantropi, maka timbul beberapa
permasalahan di antaranya terdapat temuan terkait penyelewengan dana donasi yang
dilakukan oleh petinggi Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang merupakan salah satu lembaga
filantropi terbesar di Indonesia. Penyelewengan dana tersebut meliputi dana CSR Boeing
kepada ahli waris korban kecelakaan Lion JT-610 sebesar Rp. 138 miliar, dana program ACT
sebesar Rp. 103 miliar, dan dana yang tidak sesuai peruntukan sebesar Rp. 34 miliar.
Penyelewengan yang dilakukan oleh ACT memiliki dampak berupa dicabutnya izin
penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) oleh pihak Kementerian Sosial
(Kemensos). Pencabutan izin ini dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik
Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin
Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap.

Selanjutnya, terdapat kasus dalam mekanisme pengumpulan uang pada lembaga
filantropi dengan peruntukan donasi bencana alam. Saat ini, mekanisme pengumpulan uang
pada lembaga filantropi dapat dilakukan melalui media on/ine. Hal tersebut dilakukan dengan
tujuan untuk memperoleh dana dari donatur dengan jumlah yang lebih besar dan untuk
mengefisiensi waktu dalam melakukan pengumpulan uvang,terutama untuk korban bencana
alam. Dengan meningkatkan sistem teknologi saat ini, lembaga filantropi dapat memperluas,
mempemudah, dan mengefisensi waktu dalam melakukan pengumpulan uang dari pihak
donatur.

Akan tetapi, dengan adanya teknologi tersebut timbul beberapa penyelewengan dana
dari pihak donatur yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang
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menggunakan identitas lembaga filantropi. Penyelewengan  dilakukan  dengan
mengatasnamakan lembaga filantropi dan menggunakan situasi-situasi tertentu seperti
bencana alam untuk menarik empati pihak donatur dalam memberikan dana. Dana yang
dikumpulkan dari media on/ine tersebut tidak disalurkan oleh pihak yang tidak bertanggung
jawab tersebut dan digunakan untuk kepentingan pribadi.

Selain kasus penipuan di atas, terdapat kasus lainnya pada lembaga filantropi yakni
terkait mekanisme perizinan dan pengawasan pada lembaga filantropi. Di lapangan banyak
lembaga filantropi yang menjalankan kegiatan filantropi tanpa memperoleh izin dari lembaga
pemerintahan terkait. Serta, pengawasan yang dilakukan kepada lembaga filantropi juga tidak
berjalan sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang
Pengumpulan Uang dan Barang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

Minimnya penegakan hukum terhadap proses perizinan dan pengawasan pada
lembaga filantropi akan menimbulkan dampak hukum berupa tidak berkembangnya lembaga
filantropi, tidak berjalannya mekanisme pengumpulan uang dan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak taat hukumnya pihak penyelenggara
lembaga filatropi di masyarakat, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
filantropi dan pemerintah.

Merujuk pada kasus ACT, penipuan donasi online, dan minimnya penegakan
mekanisme adminstratif pada lembaga filantropi, maka dapat dilihat bahwasannya regulasi di
Indonesia mengenai lembaga filantropi belum sepenuhnya mengakomodir secara
keseluruhan mekanisme pengumpulan dana atau barang yang dijalankan oleh lembaga
filantropi. Ketentuan yang masih minim diatur dalam regulasi terkait ialah mekanisme
perizinan, bentuk badan hukum, persentase pembiayaan usaha operasional, standar
operasional prosedur, sanksi, dan pengawasan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka
dapat dilihat bahwasannya mekanisme fundraising pada lembaga filantropi tidak berjalan
dengan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terdapat kekosongan hukum, serta
tidak adanya kepastian hukum mengenai mekanisme fundraising pada lembaga filantropi di
Indonesia.

Berdasarkan data dan analisis di atas, maka timbul studi lanjutan yang dijadikan
sebagai jalan dalam menyelesaikan permasalahan pada lembaga filantropi yaitu melalui studi
peran dan kontribusi lembaga filantropi di Indonesia yang berdasarkan pada hukum di
Indonesia. Studi ini akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga filantropi
dengan melakukan analisis terhadap profil lembaga, peran, besaran dana yang dikelola dan
dikontribusikan, kekuatan dan potensi, serta tantangan yang dihadapi lembaga filantropi.
Studi ini dapat mengukur peran lembaga filantropi di Indonesia, sehingga diharapkan adanya
kepastian hukum bagi lembaga filantropi.

Lembaga filantropi di Indonesia menerapkan mekanisme fundraising yang masih
bervariatif sehingga berpotensi memiliki dampak berupa terjadinya penyelewengan dana,
timbulnya #wust isswe di masyarakat, dan minimnya pengawasan pada lembaga filantropi.
Idealnya praktik mekanisme fundraising yang dijalankan oleh lembaga filantropi di Indonesia
harus memiliki aturan hukum yang ditetapkan tentang mekanisme fundraising, adanya
ketentuan yang pasti dalam pelaksanaan mekanisme fundraising, serta harus dilakukan
pembinaan dan pengawasan dengan kedudukan yang jelas. Akan tetapi, faktanya lembaga
filantropi di Indonesia belum memiliki aturan yang pasti mengenai mekanisme fundraising,
belum adanya ketentuan yang pasti dalam pelaksanaan mekanisme fundraising, dan
pelaksanaan pembinaan serta pengawasan belum sepenuhnya di jalankan.
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Harmonisasi Norma Hukum Fundraising

Untuk mewujudkan negara hukum berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia wajib
melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan
berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pembangunan hukum nasional harus selaras
dengan cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila, serta visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati
bersama. Selain itu pembangunan hukum harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda
pembangunan bidang lain dan memerlukan proses yang berkelanjutan. Pelaksanaan
pembangunan hukum salah satunya dilakukan dengan membentuk peraturan perundang-
undangan.
Peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis mempunyai peran penting dalam
pembangunan hukum di Indonesia, selain berfungsi untuk mewujudkan ketertiban di
masyarakat dan menjamin kepastian hukum, peranan peraturan perundang-undangan dalam
pembangunan hukum ialah:

1. sebagai kaidah hukum yang mudah dikenali dan diidentifikasi, mudah diketemukan
kembali, dan mudah ditelusuri sebagai kaidah hukum tertulis dengan melihat dari
aspek bentuk, jenis, dan pihak pembuat;

2. memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah hukum yang
ada mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;

3. struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga
memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik dari segi formal maupun
materi muatannya; dan

4. pembentukan serta pengembangan peraturan perundang-undangan dapat
direncanakan.

Adapun salah satu contoh implementasi pembentukan peraturan perundang-undangan ialah
pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai fundraising di  Indonesia.
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut harus memiliki harmonisasi hukum
dalam proses pembentukannya. Menurut Kusnu Goesniadhie, harmonisasi hukum yang
dimaksud ialah tidak hanya dilihat dari aspek keselarasan, kecocokan, keserasian, dan
keseimbangan, tetapi juga dilithat dari unsur-unsur pengertian harmonisasi dan
pemaknaannya, yakni:

1. adanya hal-hal ketegangan yang berlebih;

2. menyelaraskan kedua rencana dengan menggunakan bagian masing-masing;

3. proses atau upaya untuk merealisasi keselarasan, kesesuaian, keserasian, kecocokan,
dan keseimbangan; dan

4. kerja sama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor
tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur.

Melalui unsur-unsur pengertian harmonisasi hukum di atas dapat disimpulkan bahwa
peraturan perundang-undangan ialah sistem hukum nasional yang utuh dan saling memiliki
keterkaitan dan ketergantungan antara satu sama lain. Sistem peraturan perundang-undangan
di Indonesia saat ini sudah tersusun secara hierarki atau berjenjang sesuai dengan teori jenjang
norma hukum (stufenbau theorie) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori ini
menjelaskan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu
hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan
berdasar pada norma yang lebih tinggi.

Mengenai ajaran stufenbou theorie dari Hans Kelsen, Ahmad Ali mengemukakan bahwa
peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang berada di puncak
piramida, dan semakin kebawah semakin beragam dan menyebar. Norma dasar teratas adalah
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norma hukum yang bersifat abstrak dan semakin kebawah semakin konkrit. Kemudian Hans
Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan stufenbon theorie dengan
mengutarakan bahwa norma selain berlapis-lapis dan berjenjang, norma-norma tersebut juga
berkelompok-kelompok.

Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan tersusun betlapis-
lapis dan betjenjang. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan pada Pasal 7 ayat (1) mengatur mengenai jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan yang dikategorikan sebagai berikut:

1. Pancasila.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah.
Peraturan Presiden.
Peraturan Daerah Provinsi.

8. Peraturan Daerah Kabupaten.
Berdasarkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, terlihat jelas
bagaimana undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan satu
kebulatan yang utuh. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara
merupakan pangkal dan sekaligus parameter dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan. Sehingga setiap materi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan
dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Teori harmonisasi hukum digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada pada
peraturan perundang-undangan. Dengan melihat kedudukan peraturan perundang-undangan
secara vertikal dan secara horizontal serta melihat pembentukan rancangan peraturan
perundang-undangan dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara taat asas hukum demi
kepentingan dan kepastian hukum. Peraturan hukum yang sudah disahkan atau ditetapkan
oleh lembaga negara yang berwenang harus dijalankan sebagai bentuk dalam melakukan
penegakan hukum terhadap peraturan yang telah disahkan atau ditetapkan. Hal ini dilakukan
agar peraturan tersebut dapat berlaku secara efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat.
Namun, hingga saat ini di Indonesia pelaksanaan dari penegakan peraturan hukum masih
belum konsisten dan tidak memberikan akses terhadap jaminan atas kepastian hukum di
masyarakat. Ketidak konsistenan penegakan peraturan hukum di Indonesia disebabkan
karena banyaknya peraturan di Indonesia yang disharmonis antara peraturan yang satu
dengan peraturan lainnya.

Disharmonisasi peraturan perundang-undangan dipahami sebagai suatu peristiwa
yang mana terdapat dua atau lebih peraturan yang mengatur mengenai satu subtansi yang
sama, namun masing-masing dari peraturan tersebut tidak memiliki persamaan dalam teknis
pengaturanya. Selain itu, disharmonisasi peraturan perundang-undangan juga dapat dikatakan
sebagai adanya tumpang tindih diantara satu peraturan dan peraturan lainya, sehingga terjadi
pertentangan peraturan baik secara vertikal atau horizontal, tumpang tindih peraturan
sebagaimana dimaksud, salah satunya diakibatkan oleh terlalu banyaknya aturan hukum di
Indonesia.

Pada prinsipnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan tegas telah
memberikan ruang agar diadakanya sebuah proses harmonisasi dalam pelaksanaan tahap-
tahap pembentukan suatu peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal demikian
dilakukan dengan harapan agar nantinya pembentukan aturan hukum yang akan dibahas dan
diundangkan tidak memuat aturan yang dapat menimbulkan tumpang tindih antara satu
aturan dengan aturan lainya.

Walaupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan sudah memberikan akses untuk melaksanakan harmonisasi, namun
dalam kenyataanya proses harmonisasi dimaksud masih belum betjalan secara sempurna. Hal
demikian tidak terlepas dari fakta sebagaimana yang dijelaskan oleh Sidharta bahwa
permasalahan disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan dapat diklasifikasikan
kedalam beberapa bentuk disharmonisasi, yaitu:

1. Inkonsistensi secara vertikal dari segi format peraturan, yakni peraturan yang
hierarkinya lebih rendah bertentangan dengan hierarki peraturan yang lebih tinggi;

2. Inkonsistensi secara horisontal dari segi waktu, yakni beberapa peraturan yang
secara hierarkis sejajar tetapi yang satu lebih dulu berlaku daripada yang beberapa
peraturan yang secara hierarkis sejajar, tetapi substansi peraturan yang satu lebih
umum dibandingkan substansi peraturan lainnya;

3. Inkonsistensi secara horisontal dari segi substansi dalam satu peraturan yang sama,
misalnya ketentuan Pasal 1 bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 dari satu
Undang-Undang yang sama; dan

4. Inkonsistensi antara sumber formal hukum yang berbeda, misalnya antara
Undang-Undang dan putusan hakim atau antara Undang-Undang dan kebiasaan.

Di Indonesia jumlah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sudah
dalam jumlah yang banyak, Peraturan-peraturan tersebut adalah peraturan yang dikeluarkan
pada tingkat pemerintah pusat maupun tingkat daerah. Banyaknya aturan hukum di
Indonesia berdampak pada banyaknya pula aturan hukum yang tidak harmonis dan
bertentangan satu sama lainya. Pada penelitian ini penulis menjadikan peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait fundraising pada Lembaga Filantropi
sebagai objek analisis.

Penelitian ini membedakan lembaga filantropi menjadi dua bagian yaitu lembaga
filantropi berbadan hukum publik dan lembaga filantropi berbadan hukum privat. Lembaga
filantropi berbadan hukum publik terdiri dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS
Kabupaten/Kota, LAZ, LLAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota. Sedangkan, lembaga
filantropi berbadan hukum privat terdiri dari perkumpulan-perkumpulan, PT, dan Yayasan
seperti ACT, AWG, dan MER-C.

Fundraising pada lembaga filantropi berbadan hukum publik pada BAZNAS diartikan
sebagai kegiatan menghimpun atau menggalang dana zakat, infak, dan sedekah serta sumber
dana sosial keagamaan lainnya yang berasal dari individu, kelompok, organisasi, dan
perusahaan serta disalurkan kepada mustahik. Sedangkan, fundraising yang dilakukan pada
lembaga filantropi berbadan hukum privat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan uang atau
barang dalam bentuk dana sosial dan dana sosial keagamaan dengan tujuan untuk kegiatan
sosial.

Kedua bentuk lembaga filantropi tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda dalam
menjalankan mekanisme fundraising di masyarakat. Lembaga filantropi berbadan hukum
publik seperti BAZNAS menjadikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan lembaga
filantropi dengan bentuk badan hukum privat menggunakan Undang-Undang Nomor 9

Harmonisasi Hukum Secara Vertikal

Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sebagai dasar hukum.
Dilihat secara vertikal peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang
ada terkait mekanisme fundraising pada BAZNAS provinsi Jambi dapat dinyatakan harmonis
dan tidak bertentangan satu sama lain. Adapun peraturan perundang-undangan dan
instrumen hukum lainnya yang dijadikan acuan utama oleh BAZNAS ialah Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat, Peraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
Unit Pengumpul Zakat dan instrumen hukum lainnya yang ditetapkan oleh BAZNAS
provinsi Jambi.

BAZNAS provinsi Jambi dalam menjalankan mekanisme fundraising dengan tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan atau pengumpulan, pendistribusian, dan
pendayagunaan zakat dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada.
Dari segi aspek kelembagaan, kegiatan, pendaftaran atau perizinan, pembiayaan atau
pendanaan, pembinaan, pengawasan, insentif, transparansi, dan sanksi atau pembubaran,
pihak pemerintah bersama lembaga pemerintahan terkait telah mengatur secara rigid terkait
aspek-aspek tersebut.

Kesembilan aspek di atas telah diatur melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Aspek kelembagaan, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat yang mana BAZNAS merupakan lembaga yang
berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

b) Aspek kegiatan, diatur dalam BAB III mengenai pengumpulan, pendistribusian,
pendayagunaan, dan pelaporan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat.

c) Aspek pendaftaran atau perizinan, diatur dalam BAB VII tentang persyaratan
organisasi, mekanisme perizinan, dan pembentukan LAZ pada Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat
Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan Rekomendasi Izin
Pembentukan dan Pembukaan Perwakilan Lembaga Amil Zakat.

d) Aspek pembiayaan atau pendanaan

Aspek tersebut diatur dalam BAB VIII tentang pembiayaan BAZNAS dan
penggunaan hak amil pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan BAB
IV tentang pembiayaan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat.

Selanjutnya, aspek pembiayaan atau pendanaan juga diatur dalam Keputusan Menteri
Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan
Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil
Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Hal ini diatur dalam Lampiran yang menjelaskan
mengenai penggunaan hak amil sebagai berikut:
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Penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5% dari total
penghimpunan dalam setahun dan tidak ada pengambilan hak amil ganda dalam
konteks penyaluran.

Penggunaan dana infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk
keperluan operasional amil paling banyak sebesar 20% dari jumlah dana yang
terkumpul.

Seluruh dana wajib dikumpulkan di rekening syariah, kecuali rekening
penampungan sementara.

Selain Keputusan Menteri Agama terdapat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat
Nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, pada bagian Lampiran
BAB X tentang Akuntansi dan Keuangan menjelaskan:

1)
2
3)

9

Penyaluran zakat kepada amil digunakan sebagai dana amil yang peruntukannya
sebagai dana operasional.

Penyaluran zakat kepada amil sebagai dana amil paling banyak 12,5% dari total
pengumpulan zakat tahun berjalan.

Penyaluran infak atau sedekah kepada amil sebagai dana amil ialah sebesar 20%
dari total pengumpulan infak atau sedekah tahun berjaan.

Penyaluran dana sosial keagamaan lainnya kepada amil sebagai dana amil paling
banyak sebesar 12,5% dari total pengumpulan dana sosial keagamaan lainnya
tahun berjalan.

Kedua keputusan tersebut memiliki perbedaan terkait persentase nilai operasional yang dapat
digunakan dari dana sosial keagamaan yang telah dikumpulkan. Hal ini menunjukkan adanya
disharmonisasi hukum antara Keputusan Ketua BAZNAS dengan Keputusan Menteri

Agama.
1.

2.

3.

Aspek pembinaan, diatur dalam BAB V tentang pembinaan dan pengawasan pada
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Aspek pengawasan, diatur dalam BAB V tentang pembinaan dan pengawasan
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Aspek insentif, diatur dalam BAB VIII tentang pembiayaan dan penggunaan hak
amil pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Aspek  transparansi, diatur dalam BAB IX tentang pelaporan dan
pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ pada Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Aspek sanksi atau pembubaran, diatur dalam BAB VII tentang sanksi administratif
pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang
kemudian diturunkan dalam BAB X tentang sanksi administratif pada Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan
bahwasannya secara vertikal peraturan terkait mekanisme fundraising pada BAZNAS terdapat
disharmonisasi hukum antara Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020 tentang
Pedoman Audit Syariah Atas Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan
Dana Sosial Keagamaan lainnya pada Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat
dengan Keputusan Menteri Agama terdapat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional
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Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan
Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional mengenai persentase nilai operasional yang
dapat digunakan.

Harmonisasi Hukum Secara Horizontal

Harmonisasi hukum secara horizontal pada BAZNAS dapat dilihat berdasarkan pada
Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 22 Tahun 2022 tentang Nilai Nisab
Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2022 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun
2003 tentang Zakat Penghasilan. Dalam Keputusan Ketua BAZNAS pada Diktum KESATU
berbunyi: Nisab zakat pendapatan dan jasa tahun 2022 senilai 85 (delapan pulub lima) gram emas atan
setara dengan Rp79.292.978,00 (tujub pulnb sembilan juta dua ratus sembilan pulub dna ribu sembilan
ratus tujuh pulu delapan rupiab)/ tahun atan Rp6.607.748,00 (enam juta enanm ratus tujub pulub delapan
ribu rupiah)/ bulan.

Keputusan Ketua BAZNAS tersebut berbeda dengan apa yang ditetapkan dalam
Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang berbunyi pada Diktum Kedua sebagai berikut: Sezzua
bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan akatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu
tabun, yakni senilai 85 gram. Selanjutnya dalam Keputusan Ketua BAZNAS diatur
bahwasannya kadar zakat pendapatan dan jasa ialah senilai 2,5% dari pendapatan dan jasa
bruto. Sedangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia menetapkan kadar zakat penghasilan
ialah sebesar 2,5% dari pendapat netto. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya secara
horizontal peraturan terkait mekanisme fundraising dalam program zakat profesi terdapat
insinkronisasi aturan dari segi nisab zakat profesi yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan
oleh minimnya tindakan pembaharuan peraturan yang ada terhadap kebutuhan hukum di
masyarakat saat ini.

Analisis hukum terkait peraturan perundang-undangan pada lembaga filantropi
berbadan hukum privat secara vertikal, dapat dilihat melalui kedudukan dan substansi hukum
yang ada pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau
Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Uang atau Barang, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan
Uang atau Barang. Harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut di analisis
berdasarkan pada aspek kelembagaan, kegiatan, pendaftaran atau perizinan, pembiayaan atau
pendanaan, pembinaan, pengawasan, insentif, transparansi, dan sanksi atau pembubaran
sebagai kategorisasi substansi hukum pada peraturan perundang-undangan tersebut. Adapun
hasil analisis dari kesembilan aspek tersebut ialah:

a) Aspek kelembagaan.

b) Aspek kegiatan

c) Aspek pendaftaran atau perizinan
d) Aspek pembiayaan atau pendanaan
e) Aspek pembinaan

f) Aspek pengawasan

@) Aspek insentif

h) Aspek transparansi

1) Aspek sanksi atau pembubaran

Harmonisasi hukum peraturan perundang-undangan pada lembaga filantropi dengan
badan hukum privat, jika dilihat berdasarkan pada kesembilan aspek di atas maka dapat
disimpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan tersebut belum sepenuhnya
harmonis dan masih ada kekosongan hukum di dalamnya. Tidak harmonisan tersebut dapat
dilihat adanya aturan turunan yang tidak mengikuti jenjang hierarki peraturan perundang-
undangan yang ada. Selain itu, terdapat aspek dalam pelaksanan fundraising yang belum diatur
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dalam peraturan tersebut yaitu dari segi aspek instentif. Hal ini menunjukkan bahwasannya
peraturan perundang-undangan diatas belum sepenuhnya mengakomodir aspek-aspek yang
ada dalam menjalankan mekanisme fundraising.

Harmonisasi hukum secara horizontal pada lembaga filantropi berbadan hukum
privat dilihat dari aspek pembiayaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan mengatur mengenai pembiayaan yang
timbul dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3). Aspek pembiayaan lainnya juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yaitu pada Pasal 15.

Dari kedua peraturan di atas dapat disimpulkan bahwasannya mekanisme fundraising
yang ada pada lembaga filantropi dapat diberikan 10% dari hasil pengumpulan sumbangan
kepada pihak penyelenggara dan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan fundraising
dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uvang. Hal ini bertentangan atau tidak sesuai
apabila pihak penyelenggara yang menjalankan mekanisme fundraising ialah berbadan hukum
yayasan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2011 tentang Yayasan. Dalam pasal 3 ayat (2), Pasal 5, dan Pasal 6.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasannya terdapat
insinkronisasi peraturan di dalamnya dari aspek pembiayaan yang menyebabkan adanya
pertentangan dalam pelaksanaan mekanisme fundraising pada lembaga filantropi. Hal ini perlu
dilakukannya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dengan
memperhatikan substansi hukum yang ada dengan berdasarkan pada praktik yang terjadi di
masyarakat luas.

Dari hasil analisis peraturan perundang-undangan di atas maka dapat disimpulkan
bahwasannya peraturan perundang-undangan yang ada belum dapat mengakomodir
mekanisme fundraising yang ada pada lembaga filantropi berbadan hukum privat yang ada di
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan
perundang-undangan tersebut yang memiliki perbedaan tata cara pengumpulan uang dan
barang antara lembaga filantropi berbadan hukum publik dan lembaga filantropi berbadan
hukum privat. Serta tidak adanya ketentuan khusus yang mampu mengakomodir secara
keseluhuran terkait mekanisme fundrasing oleh lembaga filantropi di masyarakat luas.

Pertentangan antara peraturan perundang-undangan tersebut hanya satu dari sekian
banyak tumpang tindih regulasi yang terjadi di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan
banyaknya peraturan yang dicabut keberlakuanya, baik melalui jalur eksekutif review atau
Judicial review. Hal ini perlu ada perbaikan, karena apabila semakin banyaknya peraturan
perundang-undangan yang saling tumpang tindih akan berdapak langsung pada kepastian
hukum dan pada akhirnya mengakibatkan rasa ketidakpuasan masyarakat oleh karena adanya
penegakan hukum yang tidak memiliki kejelasan regulasi.

Ketika kita sudah mengetahui apa saja bentuk disharmonisasi dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia, maka pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi hambatan
dalam proses harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Berdasarkan artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
dijelaskan bahwasanya permasalahan yang dihadapi dalam proses harmonisasi terhadap
peraturan perundang-undangan tidak lain disebabkan karena faktor-faktor sebagai berikut:
1. Masih adanya semangat egoisme sektoral (departemental) dari masingmasing instansi
terkait, karena belum adanya persamaan persepsi tentang peraturan
perundangundangan sebagai suatu sistem sehingga pembahasan oleh wakil-wakil
instansi terkait tidak bersifat menyeluruh tetapi bersifat fragmentaris menurut
kepentingan masing-masing instansi.
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2. Wakil-wakil yang diutus oleh instansi terkait sering berganti-ganti dan tidak
berwenang untuk mengambil keputusan sehingga pendapat yang diajukan tidak
konsisten, tergantung kepada individu yang ditugasi mewakili, sehingga menghambat
pembahasan.

3. Rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diharmoniskan sering baru
dibagikan pada saat rapat atau baru dipelajari pada saat rapat sehingga pendapat yang
diajukan bersifat spontan dan belum tentu mewakili pendapat instansi yang diwakili.

4. Pendapat atasan yang sering dilatarbelakangi dengan adanya kepentingan tertentu.

5. Struktur biro hukum/satuan ketja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan
perundang-undangan  tidak  fokus pada masalah  hukum  (peraturan
perundangundangan) dan belum optimalnya peran biru hukum dalam pembentukan
peraturan perundangundangan.

6. Tenaga fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter) masih
terbatas dan belum memiliki spesialisasi untuk menguasai bidang hukum tertentu,
karena jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dianggap
jabatan yang tidak cukup menarik.

Sedangkan apabila kita lithat permasalahan disharmonisasi peraturan perundang-
undangan dari aspek structural, maka permasalahan disharmoni berada dalam praktek Badan
Legislasi, dimana dalam praktek Badan Legislasi tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya
koordinasi antara Badan Legislasi dengan pengusul yang mengajukan Rancangan Undang-
Undang, dimana seringkali pengusul baru mengajukan Rancangan Undang-Undang yang
akan diharmonisasi pada saat-saat terakhir sebelum Rapat Panja dilaksanakan, atau draft
Rancangan Undang-Undang yang telah diajukan ke Badan Legislasi mengalami perubahan
pasal-pasal, bagian maupun materi muatan yang dilakukan oleh Pengusul dan baru diajukan
oleh pengusul ke Badan Legislasi pada saat Rapat Panja dilaksanakan.

Efektivitas Norma Hukum Fundraising pada Lembaga Filantropi dan
Konsekuensinya

Efektivitas norma hukum fundraising pada lembaga filantropi dapat dilihat dari
beberapa faktor yakni faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Apabila dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan Pemerintah
Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang, dan Peraturan
Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, mekanisme
fundraising pada lembaga filantropi di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dari segi
pelaksanannya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk badan hukum pada lembaga filantropi yang
menjalankan mekanisme fundraising di masyarakat.

Perbedaan pelaksanaan mekanisme fundraising pada lembaga filantropi tersebut,
menimbulkan insinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga, hal tersebut
memiliki dampak terhadap mekanisme fundraising pada lembaga filantropi di masyarakat.
Salah satu dampak yang timbul ialah adanya timbulnya kasus penyelewengan dana yang
dilakukan oleh lembaga filantropi akibat dari adanya insinkronisasi hukum pada peraturan
perundang-undangan yang ada. Hal ini menyebabkan peraturan perundang-undangan terkait
mekanisme fundraising di masyarakat belum efektif jika diterapkan.
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Analisis efektivitas norma hukum fundraising yang berdasarkan pada faktor penegak
hukum dapat dilihat dari penerapan ketentuan hukum mengenai pembinaan dan pengawasan
yang dilakuan oleh pejabat yang berwenang. Dalam lembaga filantropi berbadan hukum
publik seperti BAZNAS provinsi Jambi mekanisme pembinaan dan pengawasan yang
dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari
permasalahan penentuan nishab zakat profesi yang akan digunakan kepada masyarakat belum
sepenuhnya di sosialisasikan. Masyarakat hanya mengetahui informasi dari mulut ke mulut
antara sesama masyarakat tanpa mendapatkan pembinaan langsung dari pihak BAZNAS
provinsi terkait sebagai aparat penegak hukum.

Selain itu, lembaga filantropi berbadan hukum privat seperti AWG dan MER-C
dalam praktiknya tidak mendapatkan pembinaan langsung oleh pejabat yang berwenang
mengenai mekanisme fundraising yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Hal ini kemudian berdampak pada laporan pelaksanan kegiatan yang dilakukan
oleh AWG dan MER-C tidak pernah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. Pelaporan
tersebut hanya disampaikan kepada pihak donatur sebagi bentuk tanggung jawab oleh
lembaga kepada pihak donatur kegiatan.

Berdasarkan pada contoh permasalahan di atas maka dapat disimpulkan
bahwasannya aparat penegak hukum belum sepenuhnya efektif dalam memberikan
kepastian, keadilan, dan kemanfataan hukum secara proporsional kepada lembaga filantropi
dalam menjalankan mekanisme fundraising. Aparat penegak hukum memiliki kedudukan atau
peranan penting di dalam struktur masyarakat, sehingga mereka harus memperhatikan atau
mempertimbangkan pengambilan keputusan dengan tidak menyalahgunakan kode etik yang
telah ditetapkan.

Sarana atau fasilitas merupakan faktor pendukung dalam mencapai tujuan hukum.
Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan
terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dsb. Analisis
hukum berdasarkan faktor sarana dan prasana dapat dilihat dari mekanisme sosialisasi yang
dijalankan oleh aparat penegak hukum apakah sudah merata dan sampai keseluruh lini
masyarakat.

Pada praktiknya hingga saat ini lembaga filantropi bebadan hukum privat seperti
AWG dan MER-C belum mendapatkan sarana atau fasilitas berupa pembinaan atau dan
pengawasan terkait mekanisme fundraising yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan itu seperti apa. Hal ini yang kemudian menjadikan setiap lembaga
filantropi yang ada meraba ketentuan peraturan perundang-undangan terkait fundraising
apakah sudah sesuai atau belum dalam proses penerapannya.

Analisis efektivitas norma hukum fundraising yang berdasarkan pada faktor masyarakat
ialah dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat mampu memahami ketentuan peraturan
perundang-undangan yang ada serta bagaiamana masyarakat mampu mengimplementasikan
norma hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan praktiknya pengumpulan
dana ZIS di Indonesia hingga saat ini belum mencapai angka Rp19,3 triliun setiap tahun.
Realisasi pengumpulan dana ZIS tersebut masih jauh dari potensi yang dimiliki, adapun
penyebab rendahnya tingkat realisasi pengumpulan dana ZIS ialah:

a. Mekanisme pembayaran ZIS masih berorientasi untuk jangka pendek.

b. Mekanisme penghimpunan ZIS tidak dilakukan melalui lembaga filantropi.

c. Lembaga filantropi minim inovasi akibat dari rendahnya tingkat efisiensi dan
efektivitas dalam pendayagunaan dana ZIS.

d. Minimnya tingkat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pada bidang ZIS.
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Keempat penyebab diatas ialah dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sedangkan
tugas lembaga zakat dalam menyalurkan informasi kepada masyarakat sebagaimana
tercantum dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang
Optimalisasi Pengumpulan Zakat di kementerian/Lembaga, Sekretatiatan Jenderal lembaga
Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS, dimana dijelaskan bahwa lembaga
pemerintah dan BUMN melakukan koordinasi dengan BAZNAS dengan cara melakukan
sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai atau karyawan
yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing dan mendorong dan
memfasilitasi pegawai atau karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-
masing untuk membayar zakat melalui BAZNAS.

Kelemahan model ini adalah karena penyampaian informasi zakat, infak dan
sedekah secara tidak langsung, kadangkala sebagian masyarakat belum memperhatikan secara
jelas informasi brosur cetak maupun media elektronik. Sehingga informasi yang diterima
belum direspon secara langsung oleh masyarakat. Selain itu masyarakat juga sering menunda
pembayaran zakat karena tidak ada yang mengingatkan secara khusus untuk melakukan
pembayaran zakat, karena kesibukan dari aktivitas masyarakat berbeda-beda, membuat
informasi yang disampaikan kurang diperhatikan, sehingga tidak ada tindak lanjutnya.

Kebudayaan dalam suatu sistem hukum mencangkup nilai-nilai yang mendasari
dalam penerapan hukum. Adapun pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum berupa
nilai ketertiban dan nilai ketenteraman, nilai jasmani dan nilai rohani, dan nilai kelanggengan
atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme.Dengan adanya keserasian nilai dalam
suatu kebudayaan maka diharapkan dapat terjalinnya hubungan timbal balik antara hukum
adab dan hukum positip.

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan

nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat agar peraturan perundang-undangan yang telah
ditetapkan dapat berlaku secara efektif di masyarakat luas. Keserasian antara nilai-nilai
tersebut diharapkan dapat menempatkan hukum pada tempatnya. Dari segi kebudayaan,
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme fundraising sudah efektif
dalam menampung kebutuhan masyarakat terutama dalam kondisi masyarakat Indonesia
yang kebanyakan berpenduduk muslim.
Efektivitas dari segi faktor kebudayaan ini dapat dilihat dari adanya lembaga filantropi
berbasis Islam yang melakukan pengumpulan zakat di masyarakat. Hal ini sangat membantu
masyarakat di Indonesia yang hampir seluruhnya beragama Islam. Dalam pelaksanaan nya
masyarakat berminat untuk menjalankan pengumpulan dana zakat melalui lembaga
pemerintah seperti BAZNAS atau pun LAZ.

Akibat Hukum dari Tidak Efektifnya Norma Hukum Fundraising pada Lembaga
Filantropi

Merujuk pada hasil analisis norma hukum fundraising yang ada pada lembaga filantropi
dengan berdasarkan pada teori harmonisasi hukum dan teori efektivitas hukum. Maka dapat
disimpulkan bahwasannya peraturan perundang-undangan yang ada terkait mekanisme
fundraising belum sepenuhnya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada. Hal
ini dapat dilihat dari kasus-kasus yang timbul di masyarakat seperti timbulnya penyelewengan
dana, tata cara mekanisme fundraising dalam menjalankan pengumpulan uang atau barang
antar lembaga yang berbeda, adanya insinkronisasi antar sesama peraturan perundang-
undangan akibat dari masih berlakunya peraturan lama yang tidak disesuaikan dengan
kebutuhan masyarakat saat ini, dan adanya kekosongan hukum dalam penetapan kebijakan
mengenai mekanisme fundraising pada lembaga filantropi di masyarakat.
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Akibat hukum diatas merupakan hasil analisis dari Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Peraturan
Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang,
dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
Analisis dilakukan dengan mengkategorikan jenis badan hukum yang ada pada lembaga
filantropi dengan melakukan analisi harmonisasi peraturan perundang-undangan secara
vertikal dan horizontal. Selanjutnya, hasil dari hamonisasi tersebut dilakukan penelaahan
kembali dengan cara melihat apakah peraturan perundang-undangan yang ada telah efektif
dilaksanakan dari segi faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau
fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Kesimpulan

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai mekanisme fundraising pada
lembaga filantropi di Indonesia belum efektif karena adanya disharmonisasi hukum, adanya
insinkronisasi hukum pada peraturan perundang-undangan terkait baik secara vertikal
maupun horizontal, adanya kekosongan hukum serta tumpang tindih aturan mengenai aspek-
aspek fundraising, dan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenal tata cara pelaksanaan fundraising pada lembaga filantropi itu sendiri.

Akibat hukum belum efektifnya aturan fundraising pada lembaga filantropi ialah
mekanisme fundraising yang dijalankan antar lembaga berbeda dan tidak berjalan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, timbulnya kekosongan hukum, dan tidak adanya
kepastian hukum pada lembaga filantropi. Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada
lembaga filantropi berupa penyelewenagan dana filantropi, adanya perbedaan dalam
menjalankan mekanisme fundraising antar lembaga filantropi, dan menimbulkan #ust issue di
masyarakat pada lembaga filantropi di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan diatas maka sejatinya perlu adanya solusi atas permasalahan

yang ada, solusi yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan
membuat aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai mekanisme fundraising pada
lembaga filantropi terutama dalam menetapkan ketentuan fundraising pada tahapan
perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pelaporan. Serta perlu dilakukan
penyederhanaan dan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada,
yang mana aturan tersebut memiliki subtansi hukum yang sama, sehingga dapat
meminimalisir terjadinya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan.
Perlu adanya penelaahan kembali peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai
dasar hukum dalam pelaksanaan mekanisme fundraising pada lembaga filantropi agar tidak
terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya,
perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah melalui pihak kementerian atau lembaga kepada
para stakeholder mengenai pelaksanaan mekanisme fundraising yang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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